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PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Menimbang

Mengingat

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah

1.

Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan, yang mengakibatkan adanya perubahan,
maka beberapa Peraturan Bupati yang mengatur sub
bidang penyelenggaraan pendidikan perlu disesuaikan;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) dan Pasal

82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
menyatakan pimpinan perangkat daerah pemrakarsa
menyusun rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan
membentuk Tim Pembahasan rancangan Peraturan Kepala
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Daerah;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);



10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4769);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4863) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6793);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 494 1) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

11.

12,

13.

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 236);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 300);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun
2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati
tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dengan susunan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tugas dan Tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud
diktum KESATU sebagai berikut :

a. mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka
penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Penyelenggaraan Pendidikan;

b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi
dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

c. menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang
Penyelenggaraan Pendidikan; dan

d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris Daerah.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
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KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim

kepada Yth. :
1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat Sekretaris
Daerah Kabupaten  Sukoharjo di
Sukoharjo;

3. Asisten Administrasi Umum
Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

4. Inspektur Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

S. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

7. Tim yang bersangkutan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 Degembe, 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

>

(( WIDODO K



Lampiran

Keputusan Sekretaris Daerah

Kabupaten Sukoharjo

Nomor
Tanggal

18018 [qi131 2022
: 27 Desember 24022

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

KEDUDUKAN

NO NAMA/NIP/JABATAN KETERANGAN
DALAM TIM

1 2 3 4

1. | Sekretaris Daerah Kabupaten | Pengarah Memberikan saran,
Sukoharjo nasehat dan arahan

2. |Asisten Perekonomian dan | Penanggung | Bertanggung jawab
Pembangunan Sekretaris | jawab atas pelaksanaan
Daerah Kabupaten Sukoharjo kegiatan

3. | Kepala Dinas Pendidikan dan | Ketua Bertanggung jawab
Kebudayaan Kabupaten seluruh  pelaksanaan
Sukoharjo kegiatan

4. | Sekretaris Dinas Pendidikan | Wakil Ketua | Bertanggung jawab
dan Kebudayaan Kabupaten dalam membantu
Sukoharjo tugas Ketua

5. | Kepala Bagian Hukum | Sekretaris Bertanggung jawab di
Sekretariat Daerah Kabupaten bidang kesekretariatan
Sukoharjo

6. |Kepala Dinas Penanaman | Anggota Bertanggung jawab
Modal dan Pelayanan Terpadu sesuai bidang
Satu Pintu Kabupaten tugasnya
Sukoharjo

7. |Kepala Bidang Pembinaan | Anggota Bertanggung jawab
Sekolah Dasar pada Dinas sesuai bidang
Pendidikan dan Kebudayaan tugasnya
Kabupaten Sukoharjo

8. |Kepala Bidang Pembinaan | Anggota Bertanggung jawab
Sekolah Menengah Pertama sesuai bidang
pada Dinas Pendidikan dan tugasnya
Kebudayaan Kabupaten
Sukoharjo

9. |Kepala Bidang Pembinaan | Anggota Bertanggung jawab
Pendidikan Anak Usia Dini sesuai bidang
dan Pendidikan Non Formal tugasnya
pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten
Sukoharjo

10. | Kepala Bidang Pembinaan | Anggota Bertanggung jawab
Pendidik dan Tenaga sesuai bidang
Kependidikan pada Dinas tugasnya
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sukoharjo

11. | Kepala Sub Bagian | Anggota Bertanggung jawab
Perencanaan pada Dinas sesuai bidang
Pendidikan dan Kebudayaan tugasnya

Kabupaten Sukoharjo




12.

Sudi Winasis, S.E.

NIP. 19861024 200903 2 006
Pelaksana pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sukoharjo

Anggota

Bertanggung jawab
sesuai bidang
tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

9%

(WIDODOQ




